BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Roda perekonomian negaragiidonesia terdiri atas banyak sektor. Sektor

adisi

disel? al maupun modern.
an

yang direncanakan

perdagangan serta departemen koperast dan UKM.

Usaha skala kecil di Indonesia merupakan subyek diskusi dan menjadi
perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan
dapat memberi kesempatan kerja yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama
menyadari bahwa sektor industri kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan
dan pertumbuhan ekonomi. Industri kecil menyumbang pembangunan dengan
berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluasan angakatan kerja bagi
urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta inovasi dalam

perekonomian secara keseluruhan.



Trend pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan
yang meningkat. Berdasarkan distribusi skala usaha UMKM, Usaha Mikro

merupakan usaha yang mendominasi UMKMIndonesia selama ini (tabel 1.1). Selama

tahun 2008-2011, usaha kecilmerupakan skala usaha dengan tingkat pertumbuhan

Unit usaha 20 % Avg

(Ribu) i Growth

(2008-2011)

Usaha 79,6 15 98,89%

Mikro

Usaha 63 ‘ 9602,20 1,03%

Kecil

Usaha 39,72 41,13 42,62 4428 0,08% 3,79%
Menengah

UMKM 51.409,61 52.764,60 53.795,89 55.206,44 100,0% 2,41%

Sumber : BPS dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM 2011 (diolah)

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan UMKM adalah rendahnya kapasitas usaha,
yaitu hanya berkisar 60%. Disamping itu, sebagian besar UMKM didirikan hanya sebagai usaha
kecil-kecilan sehingga jarang untuk dikembangkan menjadi Usaha Besar (UB). Masalah utama
yang dihadapi oleh UMKM meliputi permodalan, kemudahan usaha (lokasi dan ijin),
pemasaran, serta penyediaan bahan baku yang seluruhnya berdampak pada tersendatnya upaya

investasi sampai dengan peningkatan usaha. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun



1997 tidak begitu berpengaruh terhadap UMKM, justru mengalami perkembangan karena
pekerja-pekerja dari perusahaan besar yang diberhentikan beralih ke sektor UMKM. Potensi
perkembangan UMKM yang demikian tentu diperlukan peran serta pemerintah dan lembaga

keuangan untuk memberi solusi terkait pemasaran dan tentunya permodalan demi mendukung

Negara Kop@

mengeluarkan ¥ it Pedonddl umumeeLinkagdl Program. Peraturan

Program dan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMK yang melakukan kegiatan
produktif dan layak namun belum barkableuntuk mengajukan pinjaman ke Bank. Selain
itu,pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) telah menetapkan peraturan yang mewajibkan setiap
bank untuk memberikan kredit pembiayaan UMK. Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor 14/22/ PBI /2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank
umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Maka dari itu pemerintah menawarkan Linkage Program untuk meningkatkan

produktifitas UMK.



Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI 2011), Linkage
Programmerupakan salah satu implementasi dari keputusan deputi bidang koordinasi ekonomi
makro dan keuangan untuk mendukung perkembangan UMK. Linkage Program sendiri

merupakan kerjasama antara bank umum dengan Lembaga Linkageyang bertujuan untuk

Sedangkan yang dimaksud

untuk menjangkau

an UMK yang diberikan

Bank swasta (tabel 1.2). Pada daftar nama-nama Bank Umum pelaku Linkage Programyang
memiliki plafon kredit UMK tertinggi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebesar
512 Milyar dengan mitra program Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi. Sedangkan PT.
Bank Syariah Mandiri hanya memiliki plafon kredit/pembiayaan sebesar 27 Milyardengan mitra

BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).



Tabel 1.2. Daftar Bank Umum Pelaku Penandatangan Linkage Program

()}

No  Nama Bank Umum Mitra Program Plafon Kredit (Rp.)

1) PT. Bank Negara Indonesia BPR dan 512.000.000.000
(Persero), Tbk Koperasi

2) PT BPD Jawa Barat Dan BPR dan 22.550.000.000
Banten Koperasi

3) BRRSydan BMT 66.586.747.138

4) 3.285.000.000

600.000.000

9.970.000.000

RS 27.000.000.000

15.500.000.000

15.950.000.000

235.762.146.000

B 15.000.000.000
12) PT BPD Riau BPR dan BPRS 5.500.000.000
13)  PT Bank Bukopin Koperasi 54.110.203.694
14)  PT Bank DKI BPR dan 2.500.000.000
Koperasi
15)  PT BPD Sulawesi Selatan Koperasi 3.128.000.000
16)  PT Bank Ganesha BPR 10.000.000.000
17)  PT Bank CIMB Niaga, Tbk BPR dan 509.777.234.275
Koperasi
18)  PT Bank Himpunan Saudara Koperasi 1.500.000.000
1906, Tbk
19)  PT Bank Danamon, Tbk BPR 84.600.000.000

Sumber : Bank Indonesia (2009)



Menurut peraturan Bank Indonesia menjelaskan bahwa Linkage Program memiliki
tiga pola pembiayan yang berbeda — beda, pola pembiayaan tersebut diantaranya Pola

Channeling, Pola Executing dan pola Join Financing.Pola Channeling merupakan pinjaman

atau kredit usaha yang diberikan kepada UMK dan UMK sendiri yang bertanggung jawab atas

diharapkan dapat memberi pertimbangan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang
belum menjadi lembaga Linkage..Berdasarkan hal tersebutpenulis tertarik untuk menulis Tugas
Akhir dengan judul : “Kriteria LembagaLinkage Ditinjau dari PolaChanneling dan Pola

Executing Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Palur”.



B. Rumusan Masalah
Pembiayaan Linkage yang diselenggarakan PT. Bank Syariah Mandiri
Tbk. Kantor Cabang Pembantu Palurterdiri dari pola Channeling dan pola Executing,

dimana masing-masing pola dapat dipakai oleh calon lembaga Linkage. Dari latar

belakang diatas dapat ditami

AMnana : gaLz‘éola @hanneling dan  pola
Executiigp afiah ‘ Tbk§

maka yang menjadi tujuan

penulisan ini adalah™e¢

1. Untuk mengetahui ketentuan Linkage Program menurut Bank Indonesia.

2. Untuk mengetahui polaChanneling dan pola Executingyang digunakan pada
PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.

3. Untuk mengetahui perbedaan kriteria lembaga Linkagepola Channeling dan

pola Executingpada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.



D. Manfaat Penulisan
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Penulis
Menambah pemahaman dan pengetahuan tentang kriteria lembagalinkage

Syariah Mandiri Tbk. Kantor

3. Bagi Pembaca dan peneliti selanjutnya
a. Dapat dijadikan sebagai referensi penelitian mengenai pengembangan
UMK, maupun perbankan.
b. Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa

Ekonomi tentang permasalahan pembiayaan Linkage.



E. Metode Penelitian

I.

Obyek Penelitian
Obyek yang diambil dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah

Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Palur, yang berlokasi Jalan Raya

ulan data dalam mendukung

mezinakan c§pen

pulan data dimana

Akhir terkait pembiayaan Linkage pada kantor PT. Bank Syariah
Mandiri Tbk, KCP palur.

b. Metode Observasi
Metode Observasiadalah pengamatan langsung dalam waktu singkat
terhadap suatu obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk
memperoleh gambaran terkait obyek penelitian. Observasi yang
dilakukan oleh penulis berupa pengamatan langsung kegiatan yang

berhubungan dengan pembiayaan Linkage.



C.

10

Metode Kepustakaan
Kepustakaan adalah metode yang dilakukan penulis dengan cara
membaca dan mempelajari literatur seperti buku, laporan, tulisan

yang terkait dengan pembiayaan Linkage. Data- data yang diperlukan

mgypola Linkage.



